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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 257/PMK.07/2015 

TENTANG 

TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN DANA PERIMBANGAN 

TERHADAP DAERAH YANG TIDAK MEMENUHI 

ALOKASI DANA DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (8) 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Nomor 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Th 2014 

tentang desa Sumber perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Tata Cara Penundaan dan/atau 

Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak 

Memenuhi Alokasi Dana Desa; 

   

 Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Nomor 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
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Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Th 

2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5717); 

 

MEMUTUSKAN: 

 Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN DANA 

PERIMBANGAN TERHADAP DAERAH YANG TIDAK 

MEMENUHI ALOKASI DANA DESA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD 

adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana 

perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi 

Khusus. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

3. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 

4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 
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antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. 

5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan 

kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. 

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 

bagi Desa yang ditransfer melalui APBD 

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran kementerian negara/lembaga yang 

bersangkutan. 

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA 

untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan 

tanggung jawab penggunaan anggaran pada 

kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 
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11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan 

PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau 

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.   

12. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang 

selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi 

kewenangan oleh PA Bendahara Umum 

Negara/Pembantu PA Bendahara Umum Negara/KPA 

Bendahara Umum Negara untuk melakukan pengujian 

atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah 

pembayaran. 

13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat 

RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang 

negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku 

Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh 

penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran 

negara pada bank sentral. 

14. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya 

disebut RKUD Provinsi adalah rekening tempat 

penyimpanan uang provinsi yang ditentukan oleh 

gubernur untuk menampung seluruh penerimaan 

daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah 

pada bank yang ditetapkan. 

15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD 

adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang 

menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan 

untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank 

yang ditetapkan. 

16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 

disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

KPA/PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan 

kepada negara. 

17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA 

atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana 

yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. 
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18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 

disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan 

oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku 

Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan 

pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara berdasarkan SPM. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN 

DANA PERIMBANGAN 

 

Pasal 2 

(1) Kabupaten/kota yang memiliki Desa wajib memenuhi 

ADD paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Dana 

Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam 

APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

(2) Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota 

dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DAU dan 

DBH yang diterima kabupaten/kota pada tahun 

anggaran berjalan. 

(3) Dalam hal kabupaten/kota yang tidak memenuhi ADD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri 

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau 

pemotongan DAU dan/atau DBH. 

 

BAB III 

PERATURAN BUPATI/WALIKOTA 

MENGENAI PEMBAGIAN ADD 

 

Pasal 3 

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan 

ADD dalam APBD paling sedikit 10% (sepuluh per 

seratus) dari DAU dan DBH yang diterima setiap tahun 

anggaran. 
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